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Abstrak 

Pembangunan Nasional pada dasarnya berjalan dengan baik apabila dijamin 

dengan kepatian hukum bagi seluruh warga negara. Hal ini merupakan 

perwujudan dari UUD 1945 yang dilaksanakan dalam peraturan perundang-

undangan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Tentang Jabatan Notaris. 

Notaris sebagai Pejabat Umum, diberi kewenangan oleh Negara untuk membuat 

alat bukti, sebagai jaminan kepastian hukum dalam melakukan perbuatan, 

perjanjian dan penetapan oleh yang berkepentingan yang dinyatakan dalam akta 

autentik. Hal ini merupakan dasar pembentukan dan lahirnya UUJN di Indonesia. 

Untuk menjalankan perintah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang 

Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Pemerintah melaksanakan Pendaftaran Tanah. 

Oleh karena itu lahirlah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang 

Pendaftaran Tanah. Dengan dibentuknya Peraturan tersebut, maka Pemerintah 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Pejabat Pembuat 

Akta Tanah (PPAT). PPAT membentuk sebagai sebuah badan atau lembaga yang 

mempunyai kewenangan untuk membantu urusan pemerintah dalam hal membuat 

alat bukti sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan tersebut. 

Dalam kedua peraturan perundang-undangan ini, untuk melaksanakan tugas dan 

kewenangannya, sama-sama diberi jabatan sebagai Pejabat Umum. Namun 

persoalan yang kemudian muncul adalah sebagai Pejabat Umum maka keduanya 

diperbolehkan untuk saling merangkap jabatan. Akan tetapi dalam dua aturan 

tersebut terdapat perbedaan mulai dari substansi kewenagannya dan persyaratan 

pengangkatannya. Hal ini terjadi karena pendelegasian kewenangan diberikan 

dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang berbeda dan pelaksanaan, 

pengangkatan dan pengawasan terhadap kedua pejabat tersebut oleh dua instansi 

pemerintahan yang berbeda pula. 

Hal ini pada akhirnya melahirkan multi penafsiran dalam melaksanakan tugas dan 

kewenangannya masing-masing. Selain dapat menimbulkan tempat kedudukan 

yang berbeda dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya, salah satu yang 

menjadi isu hukum yang ditelaah dalam tesis ini adalah perbedaan syarat usia 

untuk diangkat menjadi Notaris dan PPAT. 

Perbedaan ini lahir karena terdapat perbedaan cara pandang oleh pembuat undang-

undang yang menjadi latar belakang lahirnya kedua lembaga yang diberi 

kewenangan untuk membuat alat bukti sebagai jaminan kepastian hukum.  

Kata Kunci; Ratio Legis Usia 
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Abstraction 

 

National Development basically walk better if guaranteed with the extract punish 

for all citizen. This matter represent the materialization from UUD 1945 executed 

in law and regulation. Code Law 2/2014, About Notary in Position Of 

Occupation. Notary as public Functionary, given by authority of the State to make 

the evidence appliance, as guarantee of rule of law in conducting deed, agreement 

and stipulating by which have importance to expressed in act autentik. This 

matter represent the forming base and born the Code Notary in Indonesia. 

 

 To run govern the Code 5/1960, Governmental execute the Land Registry. 

Therefore born the Governmental Regulation of 24/1997 About Land Registry. 

With formed its is The regulation, governmental Hence in Governmental 

Regulation of 37/ 1998 About Functionary of Act of Land Maker (PPAT). PPAT 

form as a body or institute having authority to assist the governmental business in 

the case of making evidence appliance as expressed in Section 2 sentence (2) the 

Regulation. 

 

In second of this law and regulation, to execute the duty and it authority, both of 

the same given by position and occupation as Public Functionary. But later 

problem emerge as Public Functionary hence both enabled to each other double 

the position of occupation. However in two the order there are difference start 

from elementary and its lifting conditions. This matter is happened by delegation 

authority given in different hierarki law and regulation and execution, lifting and 

observation to second of the functionary by two different governance institution 

also. 

 

This matter in the end bear the multi interpretation in executing duty and 

kewenangannya of each. Besides can generate the place domicile different in 

execution of duty and kewenangannya, once becoming law issue analyzed in this 

thesis is difference of age condition to be lifted to to become the Notary and 

Functionary of Act of Land Maker. 

 

This difference born because there are difference of[is way of approach by 

lawmaker becoming background born the seconds of institute gave by the 

authority to make the evidence appliance as rule of law guarantee. 

 

Keyword; Ratio Legis Age 
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KATA PENGANTAR 

Puji dan Syukur pantaslah kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, 

atas segala berkat dan karunia yang berlimpah kepada kami sehingga dapat 

menyelesaikan tesis ini, sesuai pada waktunya. Penulisan ini sebagai salah satu 

syarat untuk memperoleh gelar akademik Magister Kenotariatan (MKn), pada 

program Pascasarjana di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya. 

Dalam penyelesaian Tesis ini, kami menggunakan berbagai literatur sebagai 

sumber penelitian dalam mengidentifikasikan berbagai persoalan, melakukan 

penalaran hukum, menganalisis, dan kemudian menemukan ratio legis atau dasar 

dan tujuan dari dibentuknya peraturan perundang-undangan sebagaimana isu 

hukum dalam Tesis ini. 

Kami menyadari bahwa dalam mengkaji berbagai persoalan yang berkaitan 

dengan isu yang dibahas ini, penulis berusaha membedah setiap aturan 

perundang-undang yang terkait, melacak sejarah peraturan serta pembentukan 

kedua lembaga tersebut. Dengan begitu diperoleh suatu pemahaman yang tepat 

atas isu dikemukakan sekaligus menemukan landasan filosofis dari aturan 

perundang-udangan tersebut. 

Dalam penyelesaian tesis ini, kami mengalami berbagai macam kesulitan, 

dan tantangan namun dengan kesungguhan hati, dan dorongan, bantuan, motifasi 

dari berbagai pihak yang pada akhirnya memberikan kekuatan bagi kami untuk 

terus berjuang walaupun sulit terasa. Olehnya itu, sebagai ungkapan rasa bahagia 

kami atas terselesaikannya tesis ini, perkenankanlah kami menyampaikan rasa 
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